GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 360/17/1/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DAN

Menimbang

Mengingat

TANAH LONGSOR DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

:a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir

dan tanah longsor pada saat musim penghujan serta kesiap
siagaan dalam upaya penanganan bencana banjir dan tanah
longsor di wilayah provinsi papua barat maka perlu
menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam
banjir dan tanah longsor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua
Barat tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan
Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Papua
Barat Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penganggulangan Bencana(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam

Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Papua Barat Tahun 2021.

- Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung
sejak tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 30 April 2021.

: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah

Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktim KESATU bertujuan
sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait upaya pencegahan
dan penanganan bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah
Provinsi Papua Barat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Januari 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN
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gan aslinya,

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yih :
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Arsip.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat di manokwari;




